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ABSTRAK FAISAL ASHARI (B111 10 402) Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Kejahatan Oleh Penyalahguna Narkotika di Makassar. Di Bawah Bimbingan Ibu Wiwie Heryani Selaku Pembimbing I dan IbuRastiawaty Selaku Pembimbing II. 
 Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor psikologis yang menyebabkan kejahatan akibat penyalahgunaan narkotika dan juga mengetahui bagaimana upaya penanggulangan dalam mengangani kejahatan akibat penyalahgunaan narkotika di Makassar. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Makassar dengan melakukan wawancara dengan staf kepolisian POLRESTABES Makassar, staf Badan Narkotika Nasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta melakukan wawancara langsung dengan seorang Bandar Narkotika dan seorang pengedar Narkotika yang beroperasi di Makassar dan daerah sekitarnya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyalahgunaan Narkotika terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal pelaku. Ditemukan bahwa kedua peran diatas sangatlah berpengaruh dalam pembentukan karakter seseorang yang menjadi penyalahguna Narkotika. Faktor perbaikan ekonomi dan keluarga broken home menjadi alasan  yang banyak dijumpai. Peran keluarga dan masyarakat tentulah sangatlah penting dalam upaya penegakan hukum Narkotika di Indonesia. Penggunaan psikolog dalam penegakan hukum Narkotika adalah langkah yang dapat ditempuh misalnya proses dimulai dari pencegahan, penanganan, pemindanaan dan pemenjaraan.  
Dari dampak di atas aparat berwenang yang terkait telah melakukan upaya antara lain; (1) Pre-emtif (2) Preventif (3) Kuratif (4) Represif. Sedangkan, kendala yang dihadapi aparat dalam menanggulangi praktik penyalahgunaan Narkotika di lapangan adalah adanya beckingdariaparatdalam praktik jual beli barang illegalberupa Narkotika sehingga informasi razia sering terjadi kebocoran.  
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ABSTRACT 
FAISAL ASHARI (B111 10 402) Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Kejahatan Oleh Penyalahguna Narkotika di Makassar. Di Bawah Bimbingan Ibu Wiwie Heryani Selaku Pembimbing I dan Ibu Rastiawaty Selaku Pembimbing II. 
The research objective of this skripsi is to investigate the psychological factors that lead to crime due to drug abuse, and also knowing  how to handle the reduction in the crime due to drug abuse in Makassar. 
This study was conducted in Makassar by conducting interviews with Polrestabes Makassar police staff, the staff of the National Narcotics Agency Provincial Government of South Sulawesi and conduct direct interviews with a drug supplier and a drug traffickers operating in Makassar and the surrounding area. 
The results showed that factors Narcotics abuse is composed of internal factors and external factors offender. It was found that both the above have very influential role in shaping the character of someone who became abusers of narcotics. Factors improving economy and a broken home is the reason that many found. The role of the family and the community would have been very important in Narcotics law enforcement efforts in Indonesia. The use of psychologists in Narcotics law enforcement are steps that can be taken for example, the process starts from prevention, treatment, criminal prosecution and imprisonment. 
Based on the impact above-mentionedpe, authorities concerned has made efforts, among others; (1) Preemptive (2) Preventive (3) Curative (4) Repressive. Meanwhile, the constraints faced by authorities in tackling the practice of abuse of narcotics in the field is the backing of the authorities in the practice of buying and selling narcotics. This resulted in the leakage of information about the raid. 
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Istilah Narkotika sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia pada
khususnya bahkan masyarakat dunia pada umumnya. Narkotika menjadi terkenal di
kalangan dahulu hingga sekarang karena benda tersebut merupakan benda yang dapat
menolong mereka yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya, menurut
bagi sebahagian orang narkoba merupakan pahlawan dalam kehidupannya.Narkotika
sudah meresahkan masyarakat kita di Indonesia karena sifat dari benda ini adalah
benda yang apabila di konsumsi secara salah oleh penggunanya maka akan berakibat
fatal, bisa juga mengakibatkan kematian bagi para penggunanya. Dampak negatif
selain kematian, Narkotika akan merusak sistem saraf bagi para penggunanya
sehingga kadang – kadang para pecandu sering terganggu sistem syarafnya.
Namun dengan ancaman yang akan di rasakan oleh pecandu Narkotika, para pecandu
kebanyakan tidak menghiraukan hal tersebut yang akan membahayakan keselamatan
hidupnya. Mereka malah senang bersahabat dengan benda terlarang tersebut, bagi
mereka Narkotika merupakan sahabat tanpa jiwa yang memiliki kekuatan dalam
menolong mereka ketika mereka membutuhkannya.
Kasus pecandu narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat, yang lebih
parah lagi kasus pecandu Nakotika dari kalangan remajapun terus mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut menjadi kekhawatiran para orang tua, guru
2dan pihak lainnya, mereka khawatir dengan hal tersebut karena jika para penerus
bangsa ini kebanyakan para pecandu Narkotika maka masa depan bangsa ini akan
suram. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi yang benar mengenai Narkotika dan
upaya pencegahan pengguna Narkoba yang efektif agar hal tersebut tidak merajalela.
Sebenarnya penyalahgunaan ini bukan hanya terjadi di Negara Kesatuan Republik
Indonesia, karena hampir semua negara membuat undang-undang tentang narkotika.
Setelah meratifikasi The United Nations Conference for the Adoption of Protocol on
Psychotropic substance 1971. Materi muatan konvensi tersebut didasarkan pada
resolusi The United Nations Economic and Social Council Nomor 1474 (XLVII) Tanggal
24 Maret 1970 merupakan aturan–aturan untuk disepakati menjadi kebiasaan
International sehingga harus dipatuhi oleh semua Negara, bagi kepentingan bangsa-
bangsa beradab1.
Bangsa Indonesia tidak mungkin terus-menerus mencurahkan segala perhatian,
daya, dan upaya. Selama ini pemerintah terkesan hanya sibuk menyelesaikan masalah
yang dalam keseluruhan mata rantai permasalahan yang letaknya di hilir. Sementara di
sektor hilir ini, penanganannya masih sangat terasa lamban dan pasif. Penulis
beranggapan bisa saja terjebak dalam berbagai kegiatan yang tidak akan terkira besar
dan lamanya atau bahkan tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Sedangkan sumber
pembuat masalahnya (Bandar narkoba) masih tetap bebas dan tidak tersentuh. Oleh
karena itu, dalam penyelesaian masalah penyalahgunaan narkotika psikotropika dan
zat adiktif harus dilakukan di sektor hulu. Kita perlu memberi perhatian dan bertindak
untuk menghentikan kegiatan produksi dan memotong rantai peredarannya.
1Siswanto Sunarso, 2004. Penegakan Hukum Psikotropika, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 1.
3Dapat diketahui dengan jelas bahwa setiap orang yang menyalahgunakan
narkotika dapat digolongkan kejahatan kemanusiaan. Penyebab orang taat atau tidak
taat pada hukum merupkan kajian hukum yang bersifat empiris, yang mengkaji hukum
dalam kenyataan (law in action), yang dapat dikaji melalui sosiologi hukum, antropologi
hukum, dan psikologihukum.Psikologi hukum yang melakukan studi terhadap fenomena
hukum yang meliputi kenyataan sosial, kultur, perilaku dan lain-lain adalah kajian
hukum yang bersifat deskriptif.2
Terkhusus di kota Makassar yang menjadi gerbang timur Indonesia, yang memilki
pelabuhan, bandara, serta akses yang baik. Hal ini dimanfaatkan penuh oleh oknum-
oknum untuk menjadi tempat transit pengedaran narkotika ke daerah-daerah lain di
Timur Indonesia. Masih banyaknya modus kejahatan dalam hal pembuatan,
pendistribusian, serta penjualan, dan sebagainya. Menjadikan faktor-faktor
penyalahgunaan menjadi sesuatu yang tidak dapat dipastikan.
Kerjasama antara oknum aparat kepolisian dengan distributor obat-obat narkotika
di Makassarsudah bukan menjadi hal yang baru. Akan tetapi sangat disayangkan
karena praktik semacam ini masih kerap terjadi hingga kini, terkhusus di Kota
Makassar.
Sangat mengherankan, sekarang generasi muda juga seakan sudah tahu dengan
pasti dimana mereka dapat menemukan obat-obatan terlarang tersebut. Diakibatkan
semakin masifnya peredaran oleh para bandar Narkotika besar di Kota Makassar.
Dengan memanfaatkan keadaan geografis yang strategis Kota Makassar yang dikenal
2 Siswanto Sunarso, Ibid., hlm. 111-112.
4luas juga sebagai Kota pelabuhan. Dimana penjagaan di pelabuhan tidak seketat di
bandara, hal ini dimanfaatkan betul oleh pengedar barang haram tersebut.
Penulis dapat memberikan sebuah contoh kasus yang pernah terjadi di Kota
Makassar. Pada tanggal 17 januari 2015 termuat berita di salah satu media cetak,
seorang buronan gembong besar narkoba tertangkap tangan menyimpan 1,2 kilogram
sabu dan 4.188 butir ekstasi yang senilai kurang lebih 4,5 miliar rupiah milik Amir Aco
yang diamankan di Polrestabes Makassar.3
Dengan melihat banyak kasus dengan nominal besar serta daya rusak yang luar
biasa besar, bahaya Narkotika yang kini sudah beredar luas di kalangan masyarakat
Makassar. Maka dari itu penulis memutuskan untuk melakukan penelitian yang bersifat
penyebab psikologis mengenai permasalahan di atas. Dengan daya rusak yang begitu
cepat Narkotika bukan hal mustahil menjadi faktor penting hancurnya psikologis
generasi muda Makassar.
3Harian Koran Fajartanggal 17 januari 2015, hlm 1..
5B. Rumusan masalah
1. Apakah faktor-faktor psikologi hukum yang menyebabkan kejahatan oleh
penyalahguna narkotika di Makassar?.
2. Bagaimana upaya penanggulangan dalam menangani kejahatan oleh
penyalahguna narkotika di Makassar?.
C. Tujuan dan kegunaaan penelitian
1. Untuk mengetahui faktor-faktor psikologi hukum yang menyebabkan kejahatan oleh
penyalahguna narkotika di Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan dalam menangani kejahatan oleh
penyalahguna narkotika di Makassar.
6D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau
memberikan solusi bagi aparat pemerintah untuk meminimalisir kejahatan yang
disebabkan oleh penyalagunaan narkotika.
b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak yang berwajib maupun masyarakat
luas untuk mengetahuicara dalam mengatasi kejahatan yang disebabkan oleh
penyalahgunaan narkotika.
2. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini diharapan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam
rangka mengurangi kejahatan penyalahgunaan narkotika di kota Makassar. Dapat
juga sebagai bahan pertimbangan untuk menerapkan cara-cara alternatif untuk
memberantas sepenuhnya rantai peredaran Narkotika di Indonesia pada umumnya,
dan kota Makassar pada khususnya.
7BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. PSIKOLOGI HUKUM
Defenisi psikologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari
hukum sebagai suatu perwujudan daripada perkembangan jiwa manusia.
Menurut Soerjono Soekanto4, psikologi hukum adalah suatu cabang ilmu
pengetahuan yang memepelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan
jiwa manusia, yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan
tertentu dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tersebut.
Menurut Achmad Ali5, penamaan umum untuk kajian Psikologi Hukum adalah
Psycholegal, dan menurut Andreas Kapardis dengan mengutip pendapat Blackburn
(1995, 1996) bidang-bidangnya mencakupi:
(a) psychology in law :
refers to specific application of psychology within law ; such as the reliability
of eyewitness testimony, mental state of the defendant, and parents suitability
of child custody in a divorce cases”
(b) Psychology and law :
“…. To denote, for example, psycholegal research into offenders, lawyers,
magistrates, judge and jurors.”
(c) Psychology of law
“is use to refer to psychological refer to psychological research into such
issues as to why people obey / disobey certain laws, moral development, and
public perceptions and attitudes towards various penal sanctions”.
4Abintoro Prakoso, 2014, Hukum dan Psikologi Hukum, hlm.15
5Achmad Ali, 2009. Psikologi hukum (materi kuliah),hlm. 7.
8(d) Forensic Psychology or Psychology in the courts ;
“…. It should only be used to denote the ‘direct provision of psychological
information to the courts, that is, to psychology in the courts.
Di luar itu, kalau keempat pendekatan di atas lebih berfokus pada faktor
kejiwaannya belaka maka telah muncul ilmu baru yang identic, yang lebih menekankan
pada faktor biologis pengaruh otak dan syaraf terhadap isu-isu hukum. “Neuroscience
and law” adalah suatu kajian baru tentang keunikan pentingnya pengaruh otak dan
syaraf bagi perilaku manusia, dan karena itu bagi masyarakat dan hukum. Ada empat
arena utama kajian “Neuroscience and law” yaitu : (1) wawasan baru tentang isu-isu
pertanggung jawaban (2) meningkatkan kemampuan untuk membaca pikiran (3)
prediksi yang lebih baik terhadap perilaku yang akan datang dan (4) prospek terhadap
peningkatan kemampuan otak manusia. Salah satu kegunaan kajian ini ke dalam
praktik hukum, antara lain penggunaan alat penguji kebohongan atau “lie detection”
(otak dan denyut jantung).
Adapun “forensic psikologi” (psikologi forensik) menunjukkan penyediaan
langsung informasi psikologi untuk pengadilan-pengadilan, sehingga dinamakan juga
“psychology in the courts”. Salah satu contohnya, jika majelis hakim meminta agar
terdakwa diperiksa kewarasannya oleh tim psikiater, untuk dapat memutuskan ada
tidaknya unsur dapat dipertanggungjawabkannya suatu tindak pidana tertentu.
Sebagaimana diketahui bahwa di dalam hukum pidana, yaitu pasal 44 ayat 1
KUH.Pidana, pada prinsipnya ditentukan bahwa salah satu alasan menghilangkan sifat
tindak pidana (strafuitsluitingsgrond ), adalah bahwa tidaklah dapat dipidana oleh
seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang melakukan suatu perbuatan, yang
9tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada dirinya, oleh karena dia tidak waras, yaitu
daya berpikirnya kurang berkembang atau pikirannya terganggu oleh suatu penyakit
(gebrekigge ontwikkeling of ziekelijke storing zijnern verstandeljike vermogens).
Di sinilah harus disadari betapa pentingnya peranan “forensic psychology” untuk
mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan ketidakwarasan. Apa yang termasuk
ketidakwarasan. Sebab dalam psikologi, ketidakwarasan itu ada 2 jenis :
a. Psikopat
b. Neurosis
Umumnya ketidakwarasan yang tergolong psikopat lebih parah dan konkret,
ketimbang jika seseorang hanya mengalami neurosis tertentu. Seorang psikiater pernah
mencoba menjelaskan bahwa psikopat, seluruh atau sebahagian besar kejiwaanya
abnormal atau  sakit, sedangkan dalam neurosis, hanya salah satu sub dari kejiwaanya
yang abnormal atau sakit. Contohnya ada orang yang mengidap neurosis yang takut
pada ketinggian, dan di bidang lain selebihnya ia normal-normal saja. Jika perbuatan
yang dilakukannya memang menurut psikiater adalah disebabkan penyakit neurosis
tertentu yang diidapnya, maka barulah pelaku itu tidak dapat dipidana karena
perbuatannya.6
1.  Jenis-jenis Psikologi Hukum
Jenis-jenis psikologi hukum yaitu : (legal psychology)
a. Psychology in law (psikologi dalam hukum) membahas antara lain;
1. Memori (ingatan saksi mata)
2. Memory terdakwa
3. Penentuan wali anak
6Achmad AliIbid., hlm.9-10.
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a) Psychology and law (psikologi dan hukum) membahas antara lain;
1. Perilaku penjahat
2. Perilaku polisi
3. Perilaku advokad
4. Perilaku jaksa
5. Perilaku juri dan hakim
b) Psychology of law(psikologi tentang hukum) membahas antara lain;
1. Mengapa orang menaati hukum
2. Pro kontra pidana mati
3. Pro kontra terhadap hakim
c) Forensic psychology (psikologi forensik) membahas antara lain;
1. Memeriksa kewarasan terdakwa
d). Neuroscience and law (ilmu syaraf dan hukum) membahas antara lain;
1. penggunaan lie detection7
2. Penggunaan Lie Detection
Karena adanya perubahan-perubahan fisiologis yang mengikuti keadaan emosi
tertentu maka dibuatlah mesin pencatat kebohongan. Mesin ini disambungkan pada
orang yang akan diperiksa (tersangka pada tingkat kejahatan) dan bisa mengukur
perubahan-perubahan faal yang terjadi pada tubuh orang yang bersangkutan
(denyut nadi, debar jantung, keringat dingin, tekanan darah, dan sebagainya).
Secara teoritis, ketika orang-orang itu diwawancara, ketika ada pertanyaan-
pertanyaan yang menyinggung emosinya, mesin akan mendeteksi mesin itu melalui
perubahan-perubahan pada alat pencatatnya sehingga orang tidak mungkin
berbohong. Pada dasarnya kemajuan tekhnologi memang diharapkan mampu
sebagai alat bantu  dalam menyelesaikan sebuah persoalan hukum8. Akan tetapi,
penggunaan lie detection ternyata masih banyak kekurangan dalam menganalisa
7Sarlito Sarwono, 2012.Pengantar Psikologi Umum, hlm. 156.
8Ibid., hlm 158
11
dengan akurat gambaran medis seseorang yang terduga melakukan pelanggaran
hukum.
B. Kejahatan
Kejahatan merupakan bagian kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa
sehari-hari. Perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan atau berbagai
bentuk perilaku lainnya, memperlihatkan sebuah dinamika sosial, suatu bentuk
normal kehidupan sosial. Seorang filsuf bernama Cicero mengatakan “Ubi societas,
Ibi Ius, Ibi crime” (ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan). Masyarakat
saling menilai, menjalin interaksi dan komunikasi, tidak jarang timbul konflik atau
perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku
menyimpang, apabila perilaku kelompok lain itu tidak sesuai dengan perilaku
kelompoknya. Perilaku menyimpang seringkali dianggap sebagai perilaku “jahat”,
Howard Becker berpendapat bahwa seseorang menjadi jahat karena cap yang
diberikan kepadanya.9
Batasan kejahatan dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point view)
adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Perbuatan dianggap
sebagai perbuatan yang bukan kejahatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang
dalam perundang-undangan pidana10.
Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (a crime from the
sociological point of view) adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma
9Sunarso Siswanto, 2004. Penegakan hukum psikotropika, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, hlm. 131.
10A.S Alam, 2010 Pengantar kriminologi, Makassar : Pustaka Refleksi Books. Hlm. 16.
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yang masih hidup dalam masyarakat, contohnya dalam hal ini bila seorang muslim
meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa
(kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam dan namun dari sudut pandang
hukum bukan kejahatan11.
Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada 7 unsur pokok yang
saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah :
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm)
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP). Contoh : misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan
yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP
(asas legalitas)
3. Harus ada perbuatan (Criminal act)
4. Harus ada maksud jahat
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat
6. Harus ada pembauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan
perbuatan
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut12.
11A.S Alam, Ibid., hlm. 17.
12Ibid.,A.S. Alam.hlm.18-19
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C. NARKOTIKA
NAPZA adalah singkatan dari narkotika alkohol psikotropika dan zat adiktif
lainnya. Napza ini kadang kala disebut juga dengan istilah “NARKOBA” singkatan dari
kata narkotika dan obat berbahaya.  Pada dasarnya narkotika memiliki  khasiat dan
bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta
berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu farmasi atau farmakologi itu sendiri.
Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika,
yang berkhasiat psikoaktif melalui melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat
yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Zat adiktif
lainnya adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya
dapat menimbulkan ketergantungan.13
Kaidah umum menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tersebut dikatakan
bahwa narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan
kesehatan dan ilmu pengetahuan maka ketersediaanya perlu dijamin. Namun, demikian
penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan
bangsa sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional. Tujuan
pengaturan narkotika ialah untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan
pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan  dan guna mencegah terjadinya
penyalahgunaan narkotika serta untuk memberantas peredaran gelap narkotika.14
13Julianan FR Lisa, 2013 Narkoba, psikotropika dan gangguan jiwa, Yogyakarta : Nuha Medika., hlm 1-2.
14Siswanto Sunarso, Op.Cit., Hlm. 61.
14
1. Asas–Asas Hukum Narkotika
a. Asas legalitas atau kepastian hukum
Asas ini menetapkan bahwa narkotika hanya dapat dimiliki, disimpan dan/atau
dibawa hanya digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan. Pengguna
narkotika harus mempunyai bukti bahwa narkotika  yang dimiliki, disimpan dan/atau
dibawa untuk digunakan dan diperoleh secara sah. Disamping itu, para pengguna
narkotika yang menderita sindrome ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta
dalam pengobatan dan/atau perawatan yang dilakukan pada fasilitas rehabilitasi.
Pengguna narkotika yang dimaksud disini adalah pasien yang menggunakan
narkotika untuk pengobatan sesuai dengan jumlah narkotika yang diberikan oleh
dokter. Guna pembuktian oleh dokter. Guna kepentingan pembuktian tentang
perolehan narkotika dapat diberikan salinan resep atau surat keterangan dokter
kepada pasien yang bersangkutan. Bagi yang berpergian ke luar negeri agar
membawa surat keterangan dokter.
b. Asas manfaat / utilisties
Asas manfaat ini meliputi tiga kepentingan yakni : (1) bermanfaat untuk
kepentingan general prevention, meliputi pengurangan permintaan dan
pengurangan pemasokan narkotika; (2) bermanfaat untuk kepentingan criminal
policy, atau untuk kepentingan penegakan hukum, baik dengan menggunakan
penal maupun non penal; (3) bermanfaat untuk kepentingan therapy dan
rehabilitation bagi pengguna narkotika yang menderita sindrom ketergantungan
untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan
sosialnya. Rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang menderita sindrom
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ketergantungan dilaksanakan dan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau
masyarakat.
c. Asas efektif dan efisien
Asas ini ditekankan pada fungsi pengawasan narkotika, untuk kepentingan
pemberantasan peredaran gelap narkotika, untuk kepentingan pemberantasan
peredaran gelap narkotika. Pemantauan precursor dan alat-alat potensial yang
dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika ditetapkan sebagai
barang di bawah pemantauan pemerintah. Precursor ialah zat atau bahan pemula
atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.15
2.  Golongan–Golongan Narkotika
Setelah digantikannya Undang-undang nomor 5 Tahun 1997 Tentang
Psikotropika dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
maka golongan-golongan Narkoba, Psikotropika dan zat adiktif pun ikut berubah.
Psikotropika yang dahulunya memiliki aturan yang terpisah dengan Narkoba kini
telah disatukan dalam golongan-golongan.
a.Golongan Narkotika berdasarkan Jenis :
1. Golongan narkotika (Golongan I); seperti opium, morphin, heroin, dan lain-lain.
2. Golongan psikotropika (Golongan II); seperti ganja, ecstacy, shabu-shabu, hashis,
THD, Somadrill dan lain-lain.
15Sunarso siswanto, Op.Cit. hlm. 131.
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3. Golongan zat adiktif lain (Golongan III); yaitu minuman yang mengandung alcohol
seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain16.
b. Golongan Narkotika berdasarkan efek yang ditimbulkan :
1. Golongan Depresan ( Downer ). Adalah jenis narkoba yang berfungsi
mengurangi aktifitas fungsional tubuh. Jenis ini membuat pemakainya menjadi
tenang dan bahkan membuat tertidur bahkan tak sadarkan diri. Contohnya: Opioda
( Morfin, Heroin, Codein ), sedative ( penenang ), Hipnotik (obat tidur) dan
Tranquilizer (anti cemas ).
2. Golongan Stimulan ( Upper ). Adalah jenis narkoba yang merangsang fungsi
tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Jenis ini menbuat pemakainnya menjadi
aktif, segar dan bersemangat. Contoh: Amphetamine (Shabu, Ekstasi), Kokain.
3. Golongan Halusinogen. Adalah jenis narkoba yang dapat menimbulkan efek
halusinasi yang bersifat merubah perasaan, pikiran dan seringkali menciptakan
daya pandang yang berbeda sehingga seluruh persaan dapat terganggu. Contoh:
Kanabis ( ganja )17.
3.  Ciri-Ciri umum Pengguna Narkotika
Efek Narkotika tergantung kepada dosis pemakaian, cara pemakaian, pemakaian
sebelumnya dan harapan pengguna. Selain kegunaan medis untuk mengobati nyeri,
batuk, dan diare akut, Narkotika menghasilkan perasaan “lebih membaik” yang dikenal
dengan euforia dengan mengurangi tekanan psikis. Efek ini dapat mengakibatkan
16BNNP Sulawesi Selatan
17BNNP Sulawesi Selatan
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ketergantungan. Tanda-tanda fisik, dapat dilihat dari tanda-tanda fisik si pengguna,
seperti :
a. Mata merah
b. Mulut kering
c. Bibir berwarna kecoklatan
d. Perilakunya tidak wajar
e. Bicaranya kacau
f. Daya ingatannya menurun
Ciri umum Anak pengguna narkotika :
a. Merokok pada usia remaja dini.
b. Cenderung menarik diri dari acara keluarga dan lebih senang mengurung di
kamar.
c. Bergaul dengan teman  hingga larut malam bahkan jarang pulang ke rumah.
d. Sering bersenang-senang di pesta, diskotek maupun kumpul di mall.
e. Mudah tersinggung, egois, dan tidak mau diusik oleh orang tua atau keluarga.
f. Menghindar dari tanggung jawab yang sesuai, malas menyelesaikan tugas rutin
di rumah.
g. Prestasi belajar menurun, sering bolos atau terlambat ke sekolah.
h. Perilaku mulai menyimpang seperti kenakalan remaja, mencuri, pergaulan seks
bebas dan berkelompok dengan teman yang suka mabuk-mabukan.18
18Sunarso Siswanto, Ibid., hlm. 44-46
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi
Selatan dan Polrestabes Kota Makassar, dengan pertimbangan lokasi tersebut dapat
menyediakan data yang dibutuhkan berkaitan dengan tema penelitian ini. Serta,
Dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis dapat memperoleh data yang akurat
sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif dan berkaitan dengan objek
penelitian.
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang akan digunakan, yaitu:
1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian secara langsung dengan
pihak-pihak terkait.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap
berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti
literatur-literatur, dokumen, maupun sumber lainnya berkaitan dengan masalah dan
tujuan penelitian.
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C. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
1. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan wawancara langsung dan terbuka
untuk memperoleh data yang bersifat kualitatif  dengan anggota polisi Reserse
Kriminal kota Makassar dan 1 Bandar narkotika serta 1 pengedar sekaligus
pengguna Narkotika
2. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca
serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan
objek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis.
D. Analisis Data
Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian
akan diolah dan di analisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan
secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil
penelitian nantinya.
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BAB IV
HASIL  DAN PEMBAHASAN
A. Faktor-Faktor Psikologis Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika.
Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak
pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi dua (2) yaitu, faktor internal pelaku dan
faktor eksternal pelaku. Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat
mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika. Penyebab internal
itu antara lain.
1. Kehendak ingin bebas
Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia.
Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi
kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud dalam
perilaku setiap kali seseorang dihimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal
ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang
lain sehubungan dengan narkotika, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan
terjerumus pada tindak pidana narkotika.
2. Kegoncangan jiwa
Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan
hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasinya. Dalam keadaan jiwa yang labil,
apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkotika maka ia
akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika.
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3. Rasa keingintahuan
Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih
muda, perasaan ingin ini tidak dapat terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga
pada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkotika, ini juga dapat
mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana
narkotika.
Sedangkan, faktor-faktor yang datang dari luar/ eksternal ini banyak sekali.
Diantaranya yang paling penting yaitu :
1. Keadaan ekonomi
Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu
keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada
keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi
kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi
kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-
orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.
Dalam hubungannya dengan narkotika, bagi orang-orang yang tergolong dalam
kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk
mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkotika. Sedangkan bagi yang
ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih
kecil daripada mereka yang skala ekonominya berkecukupan. Berhubung narkotika
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tersebut dari berbagai macam dan harganyapun beraneka ragam, maka dalam
keadaan ekonomi yang bagaimanapun narkotika dapat beredar dan dengan
sendirinya tindak pidana narkotika dapat saja terjadi.
2. Pergaulan/lingkungan
Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal,
lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga
lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang,
artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang
dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di
lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan baik dan dapat pula
sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh dengan mudah,
maka dengan sendirinya kecendrungan melakukan tindak pidana narkotika semakin
besar adanya.
3. Kemudahan mendapatkan barang (narkotika)
Kemudahan di sini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-
jenis narkotika di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya
tindak pidana narkotika.
4. Kurangnya pengawasan
Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan
narkotika, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup
pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat.
Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran,
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produksi dan pemakaian narkotika. Dalam hal, kurangnya pengawasan ini. Maka
pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkotika akan semakin
meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi
lain, keluarga merupakan intisari masyarakat sudah sewajarnya dapat melakukan
pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat ke
perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika. Dalam hal kurangnya
pengawasan seperti dimaksudkan di atas, maka tindak pidana narkotika bukan
merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.
5. Ketidaksenangan dengan keadaan sosial
Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat
menjadikan sarana untuk melepaskan diri darihimpitan tersebut, meskipun sifatnya
sementara. Tapi bagi orang –orang tertentu yang memiliki wawasan, uang dan
sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri
dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian
tujuan-tujuan tertentu.
Kedua faktor tersebut tidak selalu berjalan sendirian dalam suatu tindak pidana
narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua
faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersama.
A. 1. Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Makassar
Indonesia kini dinyatakan negara gawat darurat narkoba. Indikator hal ini karena
faktanya hampir setiap hari ditemukan kasus penyalahgunaan Narkotika di berbagai
daerah baik itu termuat di media cetak maupun media elektronik. Jaringan peredaran
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Narkotika yang meluas di Kota Makassar seakan menjadi ketakutan tersendiri oleh
masyarakat serta aparat penegak hukum di Kota Makassar, hal ini disebabkan oleh
kuantitas serta kualitas Narkotika yang terus meningkat. Di Makassar jumlah kasus pun
stagnan diangka 250an kasus setiap tahunnya. Banyak faktor yang menjadikan
masalah penyalahgunaan Narkotika menjadi hal yang sangat serius, bukan hanya
karena diekspos secara massiveoleh media, akan tetapi, karena memang daya rusak
Narkotika bagi kehidupan bermasyarakat yang begitu berbahaya Menurut data yang
ditemukan oleh penulis tercatat bahwa penegakan hukum untuk memberantas
peradaran illegal Narkotika masih di dominasi oleh golongan para pemakai. Ada 728
orang berstatus sebagai pemakai, 58 orang di tetapkan sebagai pengedar, sedangkan
Bandar Narkotika yang ditangkap tidak pernah menyentuh angka 3 digit. Menurut
informasi yang di dapat memang diketahui bahwa hampir setiap 1 orang Bandar
Narkoba mempunyai paling sedikit 4 pengedar barang haram tersebut.
Tabel 1. Jumlah Kasus Narkotika yang Tercatat Pihak Kepolisian:
Nomor Bulan Tahun
2012 2013 2014
1 Januari 43 15 30
2 Februari 38 14 28
3 Maret 36 28 30
4 April 38 10 26
5 Mei 25 21 40
6 Juni 23 28 29
7 Juli 24 11 10
8 Agustus 17 17 18
9 September 38 18 27
10 Oktober 29 29 37
11 November 22 27 23
12 Desember 16 37 25
JML TSK JTP 349 255 323
*sumber  Polrestabes Mksr
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Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 ada tiga
golongan yang dapat disematkan pada penyalahguna Narkotika yaitu, Bandar narkoba,
pengedar, dan pengguna. Hal ini memang harus diatur karena berbeda golongan maka
juga berbeda hukuman yang harus dijalani. Akan tetapi, setelah dilakukan penyidikan
seseorang dapat disematkan dalam 2 golongan sekaligus seperti pengedar sekaligus
pemakai Narkotika.
Tabel 2. Jumlah Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Golongan:
Nomor Tahun Golongan Jumlahper/TahunBandar pengedar Pemakai
1 2012 12 58 279 349
2 2013 6 59 190 255
3 2014 6 58 259 323
Jumlah keseluruhan 24 175 728
*sumber  Polrestabes Mksr
Penulis telah mewawancarai seorang pengedar sekaligus pemakai Narkoba di
Kota Makassar yang memiliki jaringan di berbagai daerah di provinsi Sulawesi Selatan.
Berumur 24 Tahun berinisial DA dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap.19
“Biasanya saya beserta teman mengirim barang berupa ubas (Shabu-shabu) di
dalam kota maupun ke daerah-daerah, tergantung dari permintaan yang ada.
Memang jaringan kami merasa lebih aman bila melempar (membawa) ke daerah
daripada di dalam Kota, dikarenakan pengawasan di daerah tidak seketat di kota
besar seperti Makassar. Cara yang biasa kami lakukan untuk menyembunyikan
paket yaitu menyimpannya di dalam ban dalam sepeda motor kami. Sampai hari
ini cara tersebut terkenal sangat efektif daripada menyembunyikannya di dalam
tubuh atau berupa paket seperti kebanyakan pengedar lainnya.”
19Hasil wawancara dengan Ditia (Nama Samaran) tanggal 23 Maret 2015
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Begitulah sekilas penuturan salah seorang pengedar di Kota Makassar yang
menjadikan Makassar tempat transit segala operasional pengedaran barang haram
tersebut untuk selanjutnya dibawa ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
Penyalahguna Narkotika berdasarkan gender memang merupakan sesuatu yang
selalu menarik untuk dibahas. Perbedaan pola pengajaran antara anak laki-laki dan
perempuan baik itu dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun ajaran agama
sangatlah berbeda.
Tabel 3. Jumlah Penyalahguna Narkotika berdasarkan Jenis Kelamin:
*sumber Polrestabes Mksr
Permasalahan Gender dalam penyalahgunaan Narkotika di Kota Makassar
memang sangat signifikan. Antara Laki-laki dengan perempuan secara psikologis
memang sangatlah berbeda. Seperti yang telah dibahas diatas bahwa perlakuan yang
diperoleh antara laki-laki dan perempuan disebabkan pola pengajaran yang memang
berbeda. Pergaulan laki-laki yang cenderung bebas menjadi salah satu faktor terbesar
dalam hal ini. Sedangkan, perempuan cenderung agak sulit untuk bergaul bebas di
akibatkan nilai-nilai keagamaan maupun adat istiadat di Makassar yang masih cukup
kuat. Sebagai contoh dalam masyarakat apabila ada perempuan yang selalu pulang
larut malam tanpa alasan yang jelas biasanya akan mendapat stigma buruk dan sanksi
Nomor Tahun Jenis KelaminLaki-Laki Perempuan
1 2012 309 27
2 2013 234 21
3 2014 269 39
Jumlah 812 87
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moril berupa cemoohan dari masyarakat sekitarnya, karena bisa dianggap sebagai
perempuan jalang. Sedangkan, bagi laki-laki pada dasarnya tidaklah terlalu ketat untuk
mendapat izin bergaul dengan teman sebayanya.
Tabel 4. Jumlah Penyalahguna Narkotika berdasarkan Tingkat Pendidikan:
Nomor Tahun Pendidikan Jumlahper/TahunSD SLTP SLTA PT
1 2012 46 74 206 23 349
2 2013 41 55 152 7 255
3 2014 66 90 147 20 323
Jumlah keseluruhan 153 219 505 50
*sumber  Polrestabes Makassar
Melihat dari tabel hasil penelitian penulis, ditemukan bahwa memang di usia
remaja terkhusus pada masa SLTA/ SMA merupakan masa-masa yang riskan untuk
mengenal dan mencoba Narkotika. Banyak teori psikologis memang yang mengatakan
bahwa pada masa SMA merupakan masa pencarian jati diri seseorang, dimana remaja
di usia ini cenderung untuk mencoba berbagai macam hal tanpa tahu akibat daripada
perbuatannya. Disinilah, pola komunikasi antara guru dan anak didik haruslah dijalin
dengan baik tidak hanya untuk keperluan di lingkungan sekolah tetapi juga diluar
sekolah. Akan tetapi, yang sangat mengejutkan dari data ditemukan bahwa tidak sedikit
juga anak di usia sekolah dasar kedapatan menggunakan Narkotika. Setelah
melakukan wawancara dengan salah seorang staff kepolisian di Polrestabes
Makassar.20
20Hasil wawancara dengan narasumber Jeffry tanggal 11 Februari 2015
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“Menurut Undang-undang serta peraturan yang merujuk kepada penyalahgunaan
Narkotika oleh anak dibawah umur maka pihak kepolisian tidak dapat menghukum
penjara anak-anak tersebut. Melainkan hanya memasukkannya ke dalam panti
rehabilitasi khusus anak. Menghindari agar tidak terjadi kerusakan moril yang lebih
parah pada anak akibat pandangan maupun perlakuan sebahagian besar
masyarakat yang dapat mengucilkan anak tersebut diakibatkan stigma yang
muncul ketika mengetahui seorang anak kedapatan menggunakan Narkoba.
Peran penting dari keluarga korban penyalahguna Narkotika juga sangat penting
sebagai upaya preventif dalam menangani permasalahan Narkotika. Pengetahuan
yang cukup sangat penting diperoleh para orang tua berkaitan hal disebutkan
tadi”.
Tabel 5. Jumlah Penyalahguna Narkotika berdasarkan Pekerjaan:
Nomor Pekerjaan Tahun Jumlah2012 2013 2014
1 Pelajar 43 15 30 88
2 Mahasiswa 38 14 28 80
3 Peg. Negeri 36 28 30 94
4 Peg. Swasta 38 10 26 74
5 Peg. Honorer 25 21 40 86
6 TNI / POLRI 23 28 29 80
7 Wiraswasta 24 11 10 45
8 Tani / Nelayan 17 17 18 52
9 Tukang Ojek 38 18 27 83
10 Buruh Harian 29 29 37 95
11 Penggangguran 22 27 23 72
Jumlah Tersangka/ Tahun 349 255 323
*sumber Polrestabes Mksr
Dengan mencermati tabel di atas, kita dapat menemukan bahwa jenis pekerjaan
bukanlah menjadi alasan untuk seseorang ataupun kelompok tertentu untuk tidak
menggunakan Narkoba. Bahkan, tidak sedikit pengangguran yang kedapatan
menggunakan barang haram tersebut. Hal inilah yang membuktikan bahwa bagi orang-
orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat
keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkotika.
Sedangkan bagi yang ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut walaupun
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dengan cara melakukan kejahatan. Kurangnya pengawasan dan kemudahan
mendapatkan barang (narkotika) merupakan beberapa faktor pemicu yang turut
mempengaruhi alasan perilaku seorang penyalahguna Narkotika.
A. 2. Jenis-jenis Narkotika yang Biasa Disalahgunakan di Kota Makassar
Zat-zat NAPZA yang semula ditujukan yang semula ditujukan untuk kepentingan
pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi,
khususnya perkembangan tekhnologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat
diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini. Penulis akan
memaparkan di sini, penyalahgunaan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan
dibidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi
suatu bangsa.
Sesuai hasil penelitian oleh penulis di dapat bahwa ada 4 jenis narkotika yang
sering di salahgunakan di kota Makassar: Esctacy, Shabu-shabu, ganja, dan
somadrill. Keempat jenis barang haram tersebut berasal dari golongan beragam yaitu,
halusinogen, depresan maupun stimulant. Yang dimana digunakan untuk berbagai
kondisi yang diinginkan si pengguna, semisal ketika di diskotik maka kebanyakan
pengguna menggunakan stimulant seperti ecstasy untuk mencapai kenikmatan (fly).
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A. 3.  Bentuk Tindak Pidana Narkotika yang Menyebabkan Kejahatan dan
Pelanggaran
Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain, sebagai berikut21 ;
a. Penyalahgunaan/melebihi dosis
b. Pengedaran narkotika
c. Jual beli narkotika secara illegal
Dari ketiga bentuk tindak pidana Narkotika itu adalah merupakan salah satu
sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran,
yang secara langsung menimbulkan akibat demorilisasi terhadap masyarakat,
generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri, seperti22 ;
1. Pencurian;
2. Pembunuhan;
3. Penodongan;
4. Pemerasan;
5. Pemerkosaan;
6. Penipuan;
7. Pelanggaran lalu lintas;
8. Pelecehan terhadap aparat keamanan, dan lain-lain.
A.4.  Peran Psikologi dalam Penegakan Hukum
Menurut Costanzo (2006) peran psikologi dalam hukum sangat luas dan
beragam. Ia memberikan tiga peran. Pertama, psikolog sebagai penasehat. Para
21Muh, Taufik Makaro: 2005 hlm 45,Tindak Pidana Narkotika, PT. Ghalia Indonesia BOGOR
22Ibid, hlm 46
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psikolog sering kali digunakan sebagai penasehat hakim atau pengacara dalam
proses persidangan. Psikolog diminta memberikan masukan apakah seorang
terdakwa atau saksi layak dimintai keterangan dalam proses persidangan. Kedua,
psikolog sebagai evaluator. Sebagai seorang ilmuwan, psikolog dituntut mampu
melakukan evaluasi terhadap suatu program. Apakah program itu sukses atau
sesuai dengan tujuan yang ditetapkan?. Program-program yang berkaitan
internvensi psikologis dalam rangka mengurangi perilaku kriminal/ penyimpangan,
misalkan program untuk mencegah remaja untuk menggunakan NAPZA. Apakah
program tersebut mampu mengurangi tingkat penggunaan NAPZA di kalangan
remaja?. Untuk mengetahui hal tersebut, perlu dilakukan evaluasi program. Ketiga,
Psikolog sebagai pembaharu. Psikolog diharapkan lebih memiliki peran penting
dalam sistem hukum. Psikolog diharapkan menjadi pembaharu atau reformis dalam
sistem hukum23.
B. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika
Penanggulangan kejahatan narkotika terdiri dari tiga bagian pokok24, yaitu:
1. Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian dan pihak
berwenang lainnya untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang
dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah
menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma tersebut
terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk
23Penney Upton, 2012. Psikologi perkembangan. PT Gelora Aksara Pratama: SURABAYA. Hlm
78.
24Badan Narkotika Nasional (Pemprov SulSel)
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melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka
tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi
hilang meskipun ada kesempatan. Pencegahan lebih baik daripada
pemberantasan. Pencegahan dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti
pengawasan didalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang berkompeten seperti
pemerintah, sekolah atau dari dinas kesehatan.
2. Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran
pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang
ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
3. Kuratif (Pengobatan)
Ada 2 metode dalam pengobatan (Kuratif)yang diberikan pada korban, yaitu
c. Rehabilitasi, bertujuan untuk penyembuhan para korban,
d. Rehabilitatif (Rehabilisasi), bertujuan agar korban saat sudah sembuh dari
kecanduan tidak kambuh atau kecanduan kembali pada narkoba.
4. Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang
tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan melakukan
penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan.
Psikologi sebagai suatu disiplin ilmu tentang perilaku manusia berusaha untuk
berkontribusi dalam penegakan hukum dalam bentuk memberikan pengetahuan dan
intervensi psikologis yang berguna dalam proses penegakan hukum. Peran
psikologi dapat dimulai dari pencegahan, penanganan, pemindanaan dan
pemenjaraan. Indikator penegakan hukum yang baik dalam perspektif psikologi
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adalah adanya perubahan perilaku pelaku pidana ke arah yang lebih baik setelah
proses rehabilitasi, artinya pelaku pidana tidak melakukan perbuatan melanggar
hukum. Apabila pelaku pidana tidak mengalami perubahan setelah dilakukan proses
rehabilitasi di LP, maka penegakan hukum belum dikatakan optimal25.
A. 1. Psikologi dan Upaya Penegakan Hukum
Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan
menyelarasakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang
menetap dan menggambarkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran
nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian
dalam pergaulan hidup26.
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam
hal lalu lintas atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara. Wayne La Favre di dalam buku Soerjono Soekanto juga
menjelaskan penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan
penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat
diaturoleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.
Ditinjau dari sudut objektifnya, penegakan hukum itu dapat dilakukan dapat
dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan
25Abintoro Prakoso, 2014. Hukum dan Psikologi Hukum, Yogyakarta:LaksBang  Grafika. Hlm 36.
26Soerjono soekanto: 2006 hlm, 5  pokok-pokok sosiologi hukum. PT. Raja Grafindo Persada : JAKARTA
34
hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas dan sempit. Dalam arti luas, proses
penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan
hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau
tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang
berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum27. Dalam arti
sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai
upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa
suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan
tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan
untuk menggunakan daya paksa.
Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu
segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan
sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan
yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya
menyangkut penegakan hukum yang formal dan tertulis saja. Karena itu,
penerjemahan perkataan ‘Law Inforcement’ ke dalam bahasa Indonesia dalam
menggunakan kata ‘penegakan hukum’.
Oleh karena itu, maka yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih
merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dari arti formil
yang sempit, maupun dalam arti materiil yang luas sebagai pedoman perilaku
27Jimly Asshiddiqie : 2010 . penegakan hukum dalam sistem ketatanegaraan. Institute for legal &
constitutional government : Jakarta. Hlm 7.
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dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan
maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan
oleh undang-undang  untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang
berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Adapun aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak
hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. dalam arti sempit, aparat penegak
hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, polisi,
jaksa, hakim, dan petugas sipir kemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait
mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu
terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengasuhan, penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi, serta upaya
pemasyarakatan kembali terpidana28.
Akan tetapi, muncul persoalan baru, ketika aparat penegak hukum yang berada
di lapangan. Dengan adanya toleransi-toleransi menyelamatkan “pecandu”,
pemakai (korban, red). Hal itu dijadikan metode, para pengedar untuk berhadapan
dengan hukum. Ketika tertangkap, mereka mengaku sebagai pemakai. Atau bisa
jadi, justru dijadikan sarana bermain penegak hukum yang nakal. Misalnya seorang
bandar narkoba yang tertangkap, untuk meringankan proses hukuman, bermain
dengan pasal, kolusi dengan penegak hukum, dan menggeser pasal bandar
narkoba, menjadi pasal pengguna. Atau bisa jadi menjadi pasal tidak tahu apa-apa
28Ibid.,penegakan hukum dalam sistem ketatanegaraan. Hlm 9.
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sehingga meringankan proses hukum atau bebas demi hukum29. Hal ini
menyebabkan tidak timbulnya efek jera bagi pelanggar hukum yang berimplikasi
pada berkurangnya asas utilitas sehingga penegakan hukum menjadi tidak efektif.
Ironisnya adalah makin maju dan canggih praktek hukum, makin besar pula
peluang mendayagunakan Criminal Justice System. Perangkat hukum, proses
hukum dan sekalian personelnya, justru dimobilisasikan kecanggihanya hanya
untuk melayani keinginan dan kepentingan sendiri (money oriented). Kita bisa
melihat ini secara jujur terhadap realitas, dan hati nurani. Hukum yang ada dapat
menjadi kendaraan yang dapat diisi kepentingan apa saja, seperti ekonomi, politik
bahkan niat kejahatan.
B. 2. Kendala yang Dihadapi Aparat Terkait dalam Mencegah Meluasnya
Praktik Penyalahgunaan Narkotika di Kota Makassar
1. Kurangnya Pengawasan aparat berwenang sehingga pengguna Narkoba bisa
dengan gampang mendapat Narkotika. Masyarakat tidak boleh sepenuhnya
menyalahkan aparat penegak hukum, meskipun dalam hal ini memang yang mesti
bertanggung jawab adalah aparat. Dikarenakan jumlah kuantitas pihak berwajib
dalam hal ini personel aparat kepolisian tentulah sangat tidak berbanding lurus
dengan jumlah masyarakat yang harus dibina dan dilindungi. Kesadaran
masyarakat akan bahaya Narkoba adalah hal sangat penting dan mendesak untuk
dilakukan perbaikan dan disosialisasikan. Dikarenakan banyak yang masyarakat
29Syaiful Bakhri: 2013. Hlm 56, Kejahatan Narkotika dan psikotropika. Kawah Media.
SURABAYA
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baik yang dibawah umur maupun dewasa yang kurang begitu paham bahaya besar
yang mengintai para penyalahguna Narkotika.
2. Kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk membantu pihak berwajib dalam
mengatasi berbagai persoalan tentang peredaran gelap Narkotika. Hal ini
sebenarnya diakibatkan pula oleh adanya perasaan takut dalam diri masyarakat
untuk mengungkap praktik jual beli Narkotika disekitarnya karena tidak adanya
jaminan perlindungan dan keamanan yang diperoleh masyarakat dari pihak yang
berwajib.
3. Adanya kolusi antara oknum aparat dengan Bandar narkoba, dimana aparat
menjadi beking dalam menjalankan bisnis terlarang tersebut. Sangat tidak
mengherankan apabila hal diatas dikatakan sesuatu yang lumrah. Penulis sempat
mewawancarai seorang ibu muda dengan 3 orang anak berusia sekitar 32 Tahun
yang bersama suaminya merupakan bandar narkoba di selatan Makassar (daerah
sekitar pelabuhan paotere). Mereka sudah menjalankan bisnis haram ini selama 8
tahun30, inilah penuturannya:
“meskipun suami saya sudah di penjara saya tetap menjalankan bisnis ini
(mengedarkan narkotika). Memang sedikit banyaknya ada ketakutan apabila
saya harus menyusul suami saya dipenjara, akan tetapi hanya dengan bisnis
inilah keluarga saya bisa hidup dengan layak. Keuntungan yang ditawarkan
sangatlah menggiurkan. Barang (Narkotika) kami dapat biasanya dari pulau
jawa yang diedarkan lewat kapal laut dengan pelabuhan sebagai aksesnya.
Dalam pengiriman sekali memang tidak sedikit petugas yang mesti disuap
biasanya 4-5 orang hingga barang sampai ke kami. Dekkeng (pelindung) kami
yang berpangkat Kombes juga meminta agar tiap bulan diberikan komisi
supaya aparat rendahan berpikir ratusan kali jika ingin melucuti bisnis kami”.
30Hasil wawancara dengan Susi (Nama Samaran) tanggal … maret 2015
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Penulis menyadari dari Bandar Narkoba satu ini, bagaimana mind set seorang
pelanggar hukum memainkan aparat hukum di Negara ini. Biasanya Bandar
maupun pengedar juga enggan meninggalkan pekerjaan terlarang ini dikarenakan
sudah merasa nyaman dengan kehidupannya yang serba berkecukupan, faktor
eksternal yaitu permasalahan ekonomi yang menjadi alasan. Walaupun pada
dasarnya mereka tahu implikasi yang dapat timbul dari pekerjaannya.
4. Adanya kebocoran informasi razia yang akan dilakukan aparat kepada para
Bandar narkoba maupun pengedar narkoba sebelum hal itu dilakukan. Menjadikan
beberapa kali razia yang dilakukan aparat menjadi tidak efektif. Juga menimbulkan
efek psikologis yang menjadikan para Bandar Narkoba tetap berani menjalankan
bisnisnya karena merasa aman dengan banyaknya informasi.
39
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Faktor penyebab banyak sekali terjadi praktik penyalahgunaan Narkotika di kota
Makassar dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal penyalahguna. Pola
komunikasi dalam keluarga antara orang tua dan anak, maupun guru dan anak didik
mestilah harus baik. Karena faktor diatas sangatlah penting dalam membentuk
karakter psikologi anggota keluarganya. Sehingga memudahkan proses penegakan
hukum Narkotika di masyarakat. Penggunaan psikolog dalam proses penegakan
hukum narkotika di Indonesia, terkhusus di Makassar merupakan langkah yang
dapat ditempuh. Proses itu dapat dimulai dari pencegahan, penanganan,
pemindanaan dan pemenjaraan. Indikator penegakan hukum yang baik dalam
perspektif psikologi adalah adanya perubahan perilaku pelaku pidana ke arah yang
lebih baik setelah proses rehabilitasi maupun penjara.
2. Kendala yang dihadapi dalam upaya menanggulangi praktik penyalahgunaan
Narkotika ialah informasi razia telah diketahui oleh pemilik usaha barang haram
sebelum petugas sampai di tempat (locus delicti) yang disinyalir adanya praktik jual
beli Narkotika secara illegal.Adanya kolusi antara oknum aparat penegak hukum
dengan para Bandar Narkotika, sehingga pengawasan serta penindakan biasanya
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luput dari aparat berwenang. Upaya aparat penegak hukum dalam memberantas
peredaran Narkotika di masyarakat secara kuantitas menunjukkan peningkatan
frekuensi. Akan tetapi, kurangnya peran serta masyarakat dalam mengawasi serta
melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan barang haram tersebut menjadikan
rantai peredarannya sulit untuk dihentikan.
B. Saran
1. Mengefektifkan peranan keluarga dan memeperkuat pola komunikasi antar
anggota keluarga sebagai upaya pencegahan pre-emtif untuk mencegah
penyalahgunaan Narkotika. Melalui pendekatan secara intensif dan berimbang
terhadap seluruh lapisan masyarakat dan sangatlah urgent untuk lebih
intensifmensosialisasikan kepada warga kota Makassartentang larangan serta
bahayapenggunaan Narkotika secara illegal.Menjadikan masyarakat sebagai
mitra dalam hal pengawasan terhadap peredaran Narkotika.Memperkerjakan
Psikolog dalam dalam merancang upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika
di masyarakat, serta ikut serta dalam persidangan sebagai alat bantu bagi hakim
untuk memutuskan perkara yang berhubungan dengan penyalahgunaan
narkotika.
2. Aparat terkait rutin melakukan razia terhadap tempat yang biasa dijadikan pusat
penggunaan narkotika secara illegal, seperti: Diskotik, Tempat Karaoke, Tempat
hiburan Malam (THM), dan lain-lain. Serta,Menindak tegas oknum aparat yang
melakukan kolusi dengan menjadi beking para Bandar narkoba di Kota
Makassar. Tindakan yang bersifat preventif maupun refresif yang dilakukan oleh
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aparat terkait khususnya penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional kota
Makassar hendaknya dilakukan untuk tujuan pembinaan kesadaran mental
pelaku agar tidak kembali lagi menyalahgunakan Narkotika.
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